Kedudukan Hukum Pengurus Koperasi Simpan Pinjam







A. Latar Belakang Masalah 
 Melihat dari realita yang ada, perubahan tingkat kejahatan yang terjadi  di 
masyarakat biasanya disertai dengan berbagai motif yang berbeda-beda dan 
berbagai macam tindakan yang dilakukan para pelaku kejahatan untuk 
menyembunyikan  barang hasil kejahatannya. Menurut Thorsten Sellin bahwa 
kejahatan timbul karena perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat,
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sehingga perilaku masyarakat itu sendiri dapat mempengaruhi perkembangan 
kejahatan saat ini. Salah satunya masyarakat memberikan kesempatan bagi para 
pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Kesempatan yang diberikan 
masyarakat itu berupa membiarkan kejahatan berkembang tanpa melakukan 
pencegahan. 
 Pelaku kejahatan melakukan bermacam-macam tindakan untuk 
menghilangkan barang bukti kejahatannya yaitu dengan menjual barang yang 
didapatkannya, memberikan kepada teman sebagai hadiah, menyimpan di bank 
dan menggadaikan barang tersebut ke tempat pegadaian negeri atau ke koperasi 
simpan pinjam. Perbuatan itu dilakukan agar tidak diketahui oleh polisi sehingga 
membuat para penegak hukum harus berpikir lebih dalam untuk mengungkap isi 
dari kejahatan itu. 
 Bagi orang yang menerima barang hasil kejahatan dapat disebut sebagai 
penadah karena orang itu mengambil untung dari  hasil suatu barang, yang 
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diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.
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Apabila menerima barang itu dengan sengaja dan si penerima barang mengetahui 
bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan, maka orang itu 
dianggap ikut serta menyembunyikan barang bukti dalam tindak pidana, karena 
perbuatannya dianggap ikut membantu pelaku kejahatan agar tidak bisa diselidiki 
oleh pihak kepolisian. 
 Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan menggadaikan 
barang hasil kejahatannya ke tempat pegadaian atau ke koperasi simpan pinjam 
merupakan salah satu motif yang sangat baru untuk menghilangkan barang bukti. 
Hal itu dilakukan karena polisi akan sangat kesulitan untuk mengungkap atau 
mengambil barang bukti tersebut di tempat pegadaian atau koperasi simpan 
pinjam tanpa memiliki bukti-bukti untuk menyelidiki barang, sehingga 
menimbulkan keuntungan bagi para pelaku kejahatan karena kejahatannya tidak 
terungkap. Barang yang akan dijaminkan oleh para pelaku diperoleh dengan cara 
mencuri, memeras atau mengancam korbannya, menipu, menggelapkan barang 
milik korban atau barang milik kantor tempat pelaku bekerja. 
 Penadahan merupakan tindak pidana yang sangat sulit diungkapkan karena 
polisi harus melakukan pemeriksaan yang lebih terperinci dan melakukan 
interogasi kepada pelaku yang disebut penadah. Hal tersebut dilakukan untuk 
mengungkap apakah pelaku mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang 
hasil kejahatan atau tidak, apa motif pelaku sebenarnya, apakah penadah tersebut 
merupakan korban atau pelaku. 
 Berdasarkan KUHP, Penadahan adalah perbuatan yang dilakukan oleh 
siapapun dengan cara membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, 
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menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, 
menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang 
diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Oleh 
sebab itu, untuk menjerat pelaku penadahan dapat dilihat dari unsur kesalahannya 
sesuai yang tertera pada KUHP. Unsur kesalahan dalam tindak pidana penadahan 
ada 2 macam yaitu berupa kesengajaan, yakni yang diketahuinya (benda itu 
berasal dari kejahatan) dan culpa, yakni patut menduga. Kesengajaan dapat 
diketahui apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang dengan 
dikehendaki dan diketahui.
3
 Sedangkan kealpaan dapat diketahui apabila orang 
yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-
larangan tersebut: dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal dilarang, 
tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga 
menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan 
itu.
4
 Penerapan Unsur kesalahan dalam tindak pidana penadahan yang dilakukan 
oleh pengurus koperasi adalah: unsur kesalahan yang dilakukan secara sengaja 
dengan menerima barang hasil kejahatan itu dapat dikenai sebagai penadah karena 
pengurus koperasi (pelaku) sudah mengetahui bahwa barang itu adalah hasil 
kejahatan dan tetap menerima barang tersebut. Perbuatan itu dapat bisa dijerat 
sebagai pelaku pembantu karena ikut membantu pelaku untuk menyimpan barang 
kejahatan itu dan sebagai upaya yang dilakukan untuk menghilangkan jejak si 
pelaku utama agar tertangkap oleh polisi. Unsur kesalahan yang terjadi karena 
kelalaian dapat dijadikan sebagai penadah karena kurang kehati-hatian pengurus 
koperasi (pelaku) dengan menerima barang yang dapat diduga sebagai barang 
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hasil kejahatan. Kekurang hati-hatian tersebut dapat diketahui dengan menerima 
barang tanpa meminta bukti kepemilikan barang kepada si penggadai dan tidak 
mencurigai perilaku dari si penggadai. 
 Ketentuan yang ada dalam KUHP tidak dipahami oleh pihak pegadaian 
maupun koperasi simpan pinjam sebab untuk mengetahui barang jaminan  
merupakan barang hasil kejahatan itu sangat sulit. Pihak koperasi tidak mungkin 
menyelidiki asal barang yang akan dijaminkan sebab bukan kewenangan koperasi 
untuk menyelidiki hal tersebut. Wewenang untuk menyelidiki bahwa barang itu 
adalah barang hasil kejahatan adalah pihak kepolisian tetapi walaupun wewenang 
tersebut dimiliki oleh pihak kepolisian, koperasi tidak mungkin menyuruh polisi 
untuk menyelidiki semua barang yang akan dijaminkan. Pihak koperasi juga tidak 
mengetahui kriteria-kriteria perbuatan yang bisa dijadikan/dijerat sebagai penadah 
karena pengetahuan yang kurang terhadap KUHP yang berlaku. Pihak koperasi 
juga tidak mau disebut sebagai penadah sebab koperasi menerima barang yang 
akan dijaminkan dengan bentuk apapun sesuai syarat-syarat yang berlaku untuk 
menerima barang jaminan. Koperasi melakukan kewajibannya sebagai pemberi 
pinjaman agar si penggadai dapat terbantu secara ekonomi dengan pinjaman itu 
dan bukan untuk mempersulit si penggadai dalam menerima pinjaman. 
 Dalam menerima barang yang akan digadaikan sebagai jaminan, pihak 
koperasi juga memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si penggadai 
apabila ingin mendapatkan pinjam dari koperasi. Salah satu persyaratannya adalah 
bahwa barang yang digadaikan merupakan barang milik sendiri dan bukan barang 
orang lain. Tapi pada realita yang ada, si penggadai terkadang menggadaikan 
barang milik orang lain atas persetujuan dan permintaan si pemilik karena butuh 
pinjaman. Hal itu yang membuat pihak koperasi menjadi kesulitan untuk 
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mengawasinya. Dan juga untuk membuktikan bahwa barang merupakan milik si 
penggadai maka pihak pegadaian maupun koperasi simpan pinjam harus meminta 
surat bukti pembelian/kwitansi pelunasan. Hal inilah yang tidak mungkin diminta 
oleh pihak pegadaian maupun koperasi karena belum tentu si penggadai masih 
mempunyai surat bukti pembelian apabila barang yang digadaikan oleh si 
penggadai bernilai nominal kecil/barang yang tidak mewah seperti piring, sepeda, 
VCD/DVD, televisi maupun handphone. Bila barang yang digadaikan merupakan 
barang yang bernominal tinggi/barang mewah seperti cincin, tanah, mobil, sepeda 
motor pasti memiliki surat bukti kepemilikan dan bukti itu pasti disimpan oleh si 
pemilik. 
 Contoh kasus yang pernah terjadi pada koperasi aneka usaha Wreta Karya 
Kromengan yaitu pengurus koperasi (Sri Wahyunik) menerima barang jaminan 
berupa sepeda motor merk Supra Fit no.pol N-2515-DS yang digadaikan oleh 
saudara Yulistianto. Sepeda motor tersebut ternyata milik saudara Imron Ismail 
yang disewa oleh Yulistianto guna dipakai oleh anaknya kuliah selama 1 minggu. 
Setelah disewakan ternyata sepeda motor itu digadaikan oleh saudara Yulistianto 
ke Koperasi milik saudari Sri Wahyunik. Jadi saudara Yulistianto telah melakukan 
tindak pidana penggelapan dan saudari Sri Wahyunik melakukan tindak pidana 
penadahan. Kebanyakan pada prakteknya, kasus yang melibatkan pihak koperasi 
ini diselesaikan di luar pengadilan apabila pihak koperasi menerima barang 
kejahatan karena kelalaian. Alternatif penyelesaian yang dilakukan di luar 
pengadilan melalui proses negoisasi, mediasi dan arbitrase.
5
 Penyelesaiannya 
dengan menyerahkan barang yang digadaikan pelaku oleh Koperasi kepada polisi 
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sebagai bentuk kerjasama untuk menyelesaikan masalah kejahatan tersebut 
walaupun koperasi akan mengalami kerugian. 
 Dengan melihat fakta-fakta yang ada, penulis melakukan penelitian yang 
membahas tindak pidana tentang penadahan sebagai bahan skripsi untuk memberi 
wawasan tentang koperasi dan barang jaminan serta wawasan tentang kasus 
penadahan yang dapat menjerat pihak pengurus koperasi simpan pinjam. 
B. RUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan dari permasalahan yang timbul dari latar belakang yang ada di 
atas maka dapat diambil 2 pokok pembahasan yaitu: 
1. Apakah pengurus koperasi simpan pinjam dapat dijadikan tersangka dalam 
tindak pidana penadahan barang jaminan? 
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan pengurus koperasi simpan 
pinjam dijadikan tersangka? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian itu sendiri untuk menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan 
dari rumusan masalah yaitu: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengurus koperasi simpan 
pinjam dapat dijadikan tersangka/dimintai pertanggungjawaban secara 
hukum di dalam penadahan barang jaminan. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang 
menyebabkan pengurus koperasi simpan pinjam dijadikan tersangka. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat Teoritis: 
1. Bagi Akademisi 
Sebagai wacana dan pengetahuan bagi para akademisi tentang tindak 
pidana penadahan yang dapat melibatkan pihak koperasi simpan pinjam 
sebagai pihak yang menerima barang jaminan (barang hasil kejahatan) 
tersebut. 
2. Bagi Mahasiswa 
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa agar lebih 
memahami tentang tindak pidana penadahan dan siapa saja yang dapat 
terjerat sebagai penadah. 
Manfaat Praktis: 
1. Bagi Pengurus Koperasi Simpan Pinjam 
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan kepada pengurus koperasi simpan 
pinjam agar tidak sembarangan menerima barang jaminan dari orang yang 
menggadaikan dan perlu kehatian-hatian dalam menerima barang tersebut 
dengan cara menanyakan asal barang itu. 
2. Bagi Penegak Hukum 
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penegak hukum untuk 
menanggulangi penadahan barang hasil kejahatan yang melibatkan 
pengurus koperasi simpan pinjam dan mencegah perbuatan tersebut untuk 
mengurangi kerugian pihak koperasi simpan pinjam karena 
ketidaktahuannya tentang asal barang jaminan tersebut. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 
 BAB I : PENDAHULUAN 
 Bab ini dimulai dengan mengemukakan apa yang menjadi latar belakang 
penulis dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Kedudukan hukum 
pengurus koperasi simpan pinjam yang dijadikan tersangka dalam kasus 
penadahan barang jaminan”. Permasalahan tentang Apakah pengurus 
koperasi simpan pinjam dapat dijadikan tersangka dalam tindak pidana 
penadahan barang jaminan dan Faktor-faktor apa sajakah yang 
menyebabkan pengurus simpan pinjam dijadikan tersangka, tujuan dan 
manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan yang membahas tentang , kemudian 
metode penelitian dan sistematika penelitian. 
  BAB II : KAJIAN PUSTAKA. 
 Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk 
menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam 
tinjauan pustaka ini diuraikan tentang Pengertian Tindak Pidana Umum, 
Tindak Pidana Penadahan, Tersangka, Pengurus, Koperasi Simpan Pinjam, 
Barang Jaminan. 
  BAB III : METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisi tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam 
penelitian ini, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 
analisa data. 
  BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas mengenai Apakah pengurus koperasi simpan pinjam 
dapat dijadikan tersangka dalam tindak pidana penadahan barang jaminan 
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dan Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan pengurus simpan pinjam 
dijadikan tersangka. 
  BAB V : PENUTUP 
 Pada bagian ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan 
saran, dimana dalam bab ini penulis mengemukakan hal-hal yang penting 
dari pembahasan tentang permasalahan yang diuraikan di skripsi serta saran-
















A. Pengertian Tindak Pidana Umum 
  Hukum Pidana Umum adalah aturan hukum pidana yang berlaku bagi 
setiap orang.
6
 Jadi tindak pidana umum adalah perbuatan yang dilarang oleh 
aturan hukum pidana dan aturan itu berlaku bagi semua orang.
7
 Sedangkan hukum 
pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi golongan orang tertentu 
dan berkaitan dengan perbuatan tertentu serta penyimpangan dari hukum pidana 
umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana 
formal.
8
 Contoh tindak pidana khusus: korupsi, pencucian uang, kejahatan 
korporasi. 
1. Pembagian Hukum Pidana Umum 
 Hukum pidana umum dibagi menjadi 2 yaitu:
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- Hukum Pidana Material 
Hukum pidana material adalah hukum yang mengatur tentang 
perbuatan pidana dan mengenai pertanggungjawaban hukum pidana. 
- Hukum Pidana Formal 
Hukum pidana formal adalah hukum yang mengatur tentang tata cara 
atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang 
yang disangka melakukan perbuatan pidana. 
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2. Macam-macam Tindak Pidana Umum 









- Pemerasan dan pengancaman; 
- Perusakan dan penghancuran benda; 
- Dan lain-lainnya. 
 Dalam kasus penadahan yang dilakukan oleh pengurus dengan sengaja 
maupun lalai melakukan perbuatan kejahatan menurut pasal 480-482 KUHP 
masuk rana pidana umum karena pengurus sebagai subyek hukum yang dijadikan 
pelaku kejahatan serta diperkuat dengan UU no 25 tahun 1992 pasal 34 ayat 2 
yang menyatakan bahwa pengurus yang sengaja melakukan perbuatan yang 
merugikan koperasi maka penuntut umum dapat melakukan penuntutan. 
B. Pengertian Tindak Pidana Penadahan 
 Penadahan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu 
membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik 
keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakut, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya 
harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Orang yang menerima barang 
kejahatan itu disebut penadah. 
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▪ Penadahan (diatur pasal 480 KUHP) 
“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda 
paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan: 
Ke-1. Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, 
menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, 
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, 
menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui 
atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. 
Ke-2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang 
diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari 
kejahatan.” 
 
Unsur-unsur kejahatan yang terdapat di dalamnya adalah: 
Unsur Obyektif: 




- Menerima gadai; 
- Menerima hadiah. 






                                                          





b) Obyeknya: suatu benda. 
c) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan. 
Unsur Subyektif: 
- Yang diketahuinya, atau 
- Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari 
kejahatan. 
▪ Penadahan sebagai kebiasaan (diatur pada pasal 481 KUHP) 
(1) Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, 
menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, 
yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun. 
(2) Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 no 1 dan 
haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. 
 
Unsur-unsur kejahatan yang terdapat didalamnya adalah: 




- Menerima gadai; 
- Menyimpan; 
- Menyembunyikan. 
b.Obyeknya: suatu benda. 
c. Yang diperoleh dari kejahatan. 
d. Menjadikan sebagai kebiasaan. 
2. Unsur Subyektif: sengaja. 
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▪ Penadahan Ringan (diatur pada pasal 482 KUHP) 
“Perbuatan diterangkan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan 
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 
enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah salah 
satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379.” 
 
Yang termasuk dalam penadahan ringan adalah bila benda yang diperoleh 
dari kejahatan itu berupa benda-benda: 
1. Kejahatan pencurian ringan (pasal 364). 
2. Kejahatan penggelapan ringan (pasal 373). 
3. Kejahatan penipuan ringan (pasal 379). 
C. Pengertian Tersangka 
Menurut pasal 1 butir 14 KUHAP: 
Tersangka
12
 adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
13
. 
Pengurus Koperasi dapat dijadikan tersangka apabila memenuhi rumusan pada 
pasal 55 dan 56 KUHP yaitu:
14
 
- Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana (pasal 55) 
 Orang yang melakukan; 
 Orang yang menyuruh melakukan; 
 Orang yang turut serta melakukan perbuatan; 
 Orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman 
atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, 
sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 
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- Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan: 
 Orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 
 Orang yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan 
untuk melakukan kejahatan. 
Pengaturan hak-hak tersangka 
Hak-hak yang dimiliki oleh tersangka diatur didalam: 
- Undang-Undang Republik Indonesia  nomor 8 tahun 1981 tentang hukum 
acara pidana pasal 50 sampai pasal 68. 
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang 
kekuasaan kehakiman pasal 56. 
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: 
M.01.pw.07.03 Tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan kitab undang-
undang hukum acara pidana. 
D. Pengertian Pengurus Koperasi 
 Pengurus Koperasi adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih 
melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha.
15
 Idealnya, 
pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai 
kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan 
koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip 
koperasi.
16
 Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat dari pemilik koperasi 
dan mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota 
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sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi.
17
 Berdasarkan pasal 
29 UU Koperasi No 25 tahun 1992 menyatakan bahwa: 
 Pengurus dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. 
 Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. 
 Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan 
dalam akta pendirian. 
 Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun. 
 Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus 
ditetapkan dalam anggaran dasar. 
1. Tugas dan Wewenang Pengurus Koperasi 
 Berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal 30 UU Koperasi No 25 tahun 
1992 menyatakan bahwa pengurus koperasi mempunyai tugas dan wewenang di 
dalam pengelolahan koperasi berupa: 
▪ Pengurus Koperasi bertugas: 
1. Mengelola Koperasi dan usahanya; 
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran 
pendapatan dan belanja Koperasi; 
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota; 
4. Mengajukan Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas; 
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; 
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 
▪ Pengurus Koperasi berwenang: 
                                                          





1. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; 
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta 
pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; 
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan 
Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat 
anggota. 
2. Tanggung jawab dan Sangsi bagi Pengurus Koperasi 
 Berdasarkan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh pengurus 
koperasi dari hasil rapat anggota maka pengurus koperasi mempunyai tanggung 
jawab seperti yang telah diatur pada pasal 31 UU Koperasi no 25 Tahun 1992 
menyatakan bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan 
pengelolahan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota 
Luar Biasa. Oleh sebab itu, apabila melakukan kesalahan yang dapat merugikan 
pihak koperasi maka pengurus harus bertanggung jawab dan mau menerima 
sangsi yang diberikan yang berlandaskan pada pasal 34 UU Koperasi no 25 Tahun 
1992 yaitu: 
1) Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung 
kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan 
kesengajaan atau kelalaiannya. 
2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila itu dilakukan dengan 
kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umun untuk 
melakukan Penuntutan. 
 Apabila pengurus koperasi melakukan perbuatan yang dapat merugikan 
koperasi baik sengaja maupun kelalaian maka Pengurus dapat dikenai sangsi 
administrasi. Sangsi Administrasi tersebut dapat berupa peringatan, pengganti 
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kerugian koperasi, maupun pemecatan dari anggota apabila sengaja membuat 
kerugian bagi koperasi. Pengurus dapat lepas dari tanggungannya jika yang 
bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya bukan 
kesalahan serta yang bersangkutan telah berusaha dengan segera dan secepatnya 
untuk mencegah akibat dari kesalahan tadi. Bagi pengurus yang melakukan 
perbuatan yang merugikan koperasi dengan sengaja maka Pengurus dapat dikenai 
sangsi pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai tuntutan 
dari Penuntut Umum. Contohnya: apabila pengurus koperasi sengaja menerima 
barang jaminan yang diketahui sebagai barang hasil kejahatan maka dia dianggap 
sebagai pelaku penadahan sehingga dapat dijatuhi pasal 480 KUHP. 
E. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam 
 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.
18
 Jadi pengertian tentang koperasi simpan pinjam adalah koperasi 
yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman serta perlu adanya barang 
jaminan untuk memperoleh pinjaman yang diinginkan.
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1. Tujuan serta Fungsi dan Peran Koperasi 
Tujuan Koperasi: 
- Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. 
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 Wahyu Adji Ep, Suwerli dan Suratno, Ekonomi, Erlangga, 2006, hal 99. 
           19 Ibid. 
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- Koperasi ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 
mewujudkan masyarakat yang maju,adil,dan makmur berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945. 
Fungsi dan Peran Koperasi: 
- Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota 
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 
manusia dan masyarakat; 
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; 
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 
yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi 
ekonomi. 
2. Prinsip Koperasi 
Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi memiliki prinsip yaitu: 
- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 
- Pengelolahan dilakukan secara demokratis. 
- Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya 
jasa usaha masing-masing anggota. 
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 
- Kemandirian. 
Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi menggunakan prinsip: 
- Pendidikan perkoperasian. 
- Kerja sama antar koperasi. 
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3. Perangkat Organisasi Koperasi 
Perangkat organisasi koperasi terdiri adalah: 
- Rapat anggota 
Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan 
tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala 
kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat 
anggota terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan dan 
pemberhentian personalia pengurus dan pengawas. 
- Pengurus 
Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai serta 
diserahkan mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik di 
bidang organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih melalui rapat 
anggota sehingga pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota. 
- Pengawas 
Pengawas adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan 
terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih anggota koperasi 
melalui rapat anggota. Dalam pelaksanaan, pengawas berhak mendapatkan 
setiap laporan pengurus dan merahasiakannya dari pihak ke tiga. Pengawas 
bertanggung jawab kepada rapat anggota. 
F.  Pengertian Barang Jaminan 
Menurut BW pasal 1131: 
Barang jaminan adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun 
yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian 




1. Macam-Macam Barang Jaminan 
Barang jaminan
20
 terdiri dari 2 bentuk yaitu: 
- Barang bergerak 
Maksud dari barang bergerak adalah barang yang mudah berpindah 
tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Contoh barang yang 
bergerak adalah Sepeda, Sepeda Motor, Mobil, Televisi, DVD/VCD, 
Radio dan barang bergerak lainnya. 
- Barang Tidak Bergerak 
Maksud dari barang tidak bergerak adalah barang yang tidak dapat 
berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Contoh barang tidak 
bergerak adalah Tanah, Rumah, Mesin pabrik yang telah tertanam di 
pabrik tersebut dan barang tidak bergerak lainnya. Untuk tanah dan 
rumah, yang digadaikan adalah sertifikatnya. 
2. Peraturan Koperasi 
 Didalam menjalankan usahanya, koperasi mempunyai aturan yang perlu 
diperhatikan oleh si penggadai yaitu: 
 Barang 4 bulan tidak diambil dianggap lelang (hilang). 
 Surat hilang bukan tanggung jawab koperasi. 
 Barang rusak/hilang yang tidak kami sengaja diganti 50% kali dari harga 
tafsiran. 
 Barang-barang yang diterima koperasi adalah barang sendiri bukan hasil 
curian dan penipuan. 
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 Apabila terjadi kehilangan/kebakaran, kebanjiran, perampokan dll yang 
ada diluar kemampuan manusia, semua resiko diluar tanggung jawab 
koperasi. 
3. Syarat Barang Jaminan 
Untuk menerima barang jaminan, koperasi menentukan syarat-syarat yaitu: 
- Identitas si pemilik barang (KTP). 
Untuk mengetahui tempat tinggal si penggadai apabila barangnya sudah 
jatuh tempo, bisa langsung datang ke rumahnya. Hal ini dilakukan 
sebagai bentuk pertanggungjawaban si pemilik barang dan memberikan 
kepastian kepada koperasi bahwa barang yang dijaminkan merupakan 
barang miliknya. 
- Bukti-bukti surat kepemilikan 
Bukti-bukti itu berupa: 
 Surat bukti pembelian/kwitansi 
Surat ini jarang dipunyai oleh si pemilik barang karena kwitansi 
dianggap tidak penting untuk disimpan kecuali kwitansi perhiasan 
karena penting untuk disimpan bila ingin dijual kembali. 
 Surat kepemilikan 
 Untuk mobil dan sepeda motor adalah BPKB dan STNK. 
 Untuk rumah dan tanah adalah sertifikat. 
Surat ini selalu diminta oleh pihak koperasi sebagai bukti bahwa 
barang yang digadaikan merupakan barang miliknya karena di 
surat tersebut tercantum nama si pemilik barang. 
 Surat-surat lainnya 
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 Untuk mobil dan sepeda motor perlu ada surat keterangan 
dari SAMSAT. 
 Untuk rumah dan tanah perlu ada surat keterangan dari BPN. 
Surat ini diminta oleh pihak koperasi guna memastikan bahwa 
sepeda motor/mobil tersebut bukan barang curian dan milik si 
pemilik. Kalau rumah dan tanah, surat keterangan dari BPN 
sangatlah berguna untuk memastikan tempat keberadaan tanah dan 
rumah, mengetahui luas bangunan dan tanah, mengetahui atas 
nama siapa bangunan dan tanah itu (kepemilikan), mengetahui 
bahwa bangunan dan tanah tersebut bersih dari masalah hukum 
seperti: 
 Sengketa tanah tentang kepemilikan 
Bangunan/tanah itu masih bermasalah tentang hak 
kepemilikannya karena adanya double sertifikat yang 
menyebabkan ada 2 orang yang mengaku memiliki 
tanah/bangunan. 
 Sudah/ masih dalam proses balik nama bangunan dan tanah 
Bangunan/tanah sudah mengalami proses balik nama karena 
jual beli dari pemilik dengan pihak pembeli. 
 Masih dalam pengawasan bank karena sertifikat tanah dan 
bangunan sudah dijaminkan ke bank dan belum dilunasi 
(bangunan dan tanah disegel oleh bank) 
Bangunan/tanah sudah dijaminkan ke bank dan belum dilunasi 
oleh si pemilik sehingga bank mempunyai wewenang untuk 
bangunan/tanah tersebut dan dapat melakukan penyegelan 
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apabila sudah jatuh tempo untuk melunasi tetapi si pemilik 
tidak melunasi. 
 Bangunan/tanah dalam pengawasan pengadilan negeri 
Bangunan/tanah tesebut dalam pengawasan pengadilan negeri 
karena si pemilik mengalami pailit sehingga bangunan/tanah 
merupakan hak kreditur untuk memiliki sebab si pemilik tidak 
melunasi utangnya. 
 Hal inilah yang dihindari oleh pihak koperasi dan bentuk kehati-hatian 
koperasi untuk menerima barang jaminan si penggadai karena koperasi tidak mau 
mengambil resiko dengan berurusan dengan hukum dan tentu saja untuk 






1. Metode Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan 
dengan melihat realita yang terjadi di lapangan dengan menghubungkan antara 
peraturan yang berlaku dengan permasalahan yang ada.
21
 Pendekatan ini 
dilakukan oleh penulis guna mengetahui dan menganalisa tentang bagaimana 
pengurus koperasi simpan pinjam dapat dijadikan tersangka dalam tindak pidana 
penadahan barang jaminan. 
2. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian dipilih di Polres Malang karena Polres Malang pernah 
menangani masalah tindak pidana penadahan yang melibatkan pengurus koperasi 
simpan pinjam aneka usaha wreta karya kromengan. Oleh karena itu, penulis 
memilih lokasi penelitian tersebut yang berkaitan judul skripsi penulis. 
3. Jenis dan Sumber Data 
 Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik di Polres 
Malang. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakan terhadap Undang-undang 
No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, KUHP, KUHAP dan data yang 
diperoleh dari buku-buku, situs internet, dan bahan lainnya yang berhubungan 
dengan penulisan skripsi. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam 
penelitian ini, penulis memperolehnya dari 2 (dua) sumber data yaitu : 
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 1. Sumber data primer 
Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data melalui penelitian 
langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan serta wawancara 
langsung pada pihak yang terkait antara lain adalah pihak penyidik Polres 
Malang. 
 2. Sumber data sekunder 
Dalam memperoleh data ini penulis melakukan studi pustaka yang 
dilakukan di perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya terhadap Peraturan perundang-undangan 
tentang permasalahan yang dikaji serta studi pustaka terhadap literatur , 
tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang 
dikaji oleh penulis. 
4.    Metode Pengumpulan Data 
1) Teknik memperoleh data primer: 
Interview atau wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara langsung 
dengan pihak yang dijadikan responden untuk mendapatkan data yang 
diperlukan. 
2) Teknik memperoleh data sekunder: 
a) Studi kepustakaan (library research), yaitu suatu kegiatan yang berusaha 
mengumpulkan berbagai buku-buku, artikel, makalah, internet dan dari 
hasil penelitian lainnya yang berasal dari perpustakaan. 
b) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyalin atau 
mengcopy dokumen dan catatan-catatan yang diperlukan dari pihak pihak 




5.  Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Kepolisian yaitu penyidik Polres 
Malang yang mengetahui dan menangani permasalahan dari topik penelitian ini 
yaitu kedudukan hukum pengurus koperasi simpan pinjam yang dijadikan 
tersangka dalam kasus penadahan barang jaminan. Sampel pada penulisan ini 
adalah didasarkan pada purposive sampling yaitu penarikan sample yang 
dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.
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Sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang yaitu seorang kepala unit (Kanit) II 
Reskrim, seorang penyidik yang menangani tindak pidana yang berhubungan 
dengan kriminal, dan seorang kepala urusan arsip surat bagian reserse kriminal 
(Kaur Mintu). 
6. Analisa data 
 Data sekunder dan data primer yang diperoleh disusun secara sistematis 
kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan dalam skripsi 
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A. Gambaran Umum Polres Malang 
 Wilayah hukum  Polres Malang meliputi seluruh wilayah yang berada di 
Kabupaten Malang. Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan dan 380 
desa, jadi sebagian wilayah Kabupaten Malang merupakan pedesaan.  
 Polres Malang merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia 
(POLRI), yaitu suatu lembaga yang bertugas melindungi, melayani, dan 
mengayomi masyarakat. Polri bertugas menjaga keamanan seluruh wilayah 
hukum Indonesia. Markas Besar Polri berada di Jakarta sebagai ibu kota 
negara Indonesia, di setiap Provinsi terdapat kesatuan yang bertanggung 
jawab atau berwenang atas wilayah hukum dari provinsi yang bersangkutan 
yang disebut Kepolisian Daerah (Polda). 
 Salah satu Polda tersebut ialah Polda Jawa Timur yang berada di 
Surabaya sebagai ibu kota provinsi. Polda Jawa Timur masih dibagi lagi 
kedalam beberapa Kepolisian Resort (Polres). Polres Malang berada 
dibawah Polda Jawa Timur karena Polres adalah badan pelaksana utama 
kewilayahan Polda yang berkedudukan dibawah Kapolda. Kepolisian Resort 
Polres Malang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.01 Kepanjen Malang. 
Kepolisian Resort kota Malang di pimpin oleh seorang Kapolres yaitu Ajun 
komisaris Besar Polisi (AKBP) Rinto Djatmoko. Polres bertugas 
menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, 





dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan 
yang berlaku dalam organisasi Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a.   Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan, 
dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan 
permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan 
anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin/keterangan, sesuai dengan 
ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi 
Polri. 
b. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai 
bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan 
penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka 
pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. 
c.  Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi 
dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan 
hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai 
negeri sipil. 
d. Pembinaan masyarakat yang meliputi perpolisian masyarakat dan 
pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam 
rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap 
hukum dan perundang-undangan, terjalinnya hubungan Polri-masyarakat 
yang kondusif bagi pelakasaan tugas kepolisian serta pembinaan teknis, 
koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa lainnya. 
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e.  Sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patrol, pengaturan, penjagaan, 
dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk 
penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan 
pengendalian massa, serta pengamanan obyek vital yang meliputi VIP, 
pariwisata dan obyek vital lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan 
dan pemeliharaan Kamtibmas. 
f.   Lalu Lintas Kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, 
pengawalan dan patrol lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan 
penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi 
kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan 
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 
g. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan 
pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan 
kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan, dalam 
rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah 
perairan. 
h. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan 
kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh 
instansi dan atau pihak yang berwenang. 
 Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Polri berdasarkan Surat 















Sumber: Data sekunder dari Polres Malang, yang diolah kembali, 2011 
Keterangan: 
Kasus tindak penadahan yang melibatkan pengurus koperasi aneka usaha Wreta 
Karya Kromengan ditangani oleh Polsek Sumber Pucung. Polsek Sumber Pucung 
mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan karena 
TKP berada di wilayah hukum Polsek Sumber Pucung. 
Setelah proses penyelidikan dan penyidikan, Polsek Sumber Pucung 
melimpahkan/melaporkan hasil penanganannya kepada Polres Malang sehingga 
Polres Malang mengetahui setiap penanganan yang telah dilakukan Polsek 
Sumber Pucung. 
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Keterangan: Struktur Organisasi Polres Malang 
Tingkat Mapolres yang terdiri dari: 
1) Unsur Pimpinan: 
a) Kepala Polres, disingkat Kapolres. 
b) Wakil Kepala Polres, disingkat Wakapolres. 
2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan: 
a) Bagian Operasi, disingkat Bagops. 
b) Bagian Perencanaan, disingkat Bagren. 
c) Bagian Sumber Daya, disingkat Bagsumda. 
d) Seksi Pengawasan, disingkat Siwas. 
e) Seksi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal, 
disingkat Sipropam. 
f) Seksi Keuangan, disingkat Sikeu. 
g) Seksi Umum, disingkat Sium. 
3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok: 
a) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, disingkat SPKT. 
b) Satuan Inteljen Keamanan, disingkat Satintelkam. 
c) Satuan Reserse Kriminal, disingkat Satreskrim. 
d) Satuan Narkoba, disingkat Satnarkoba. 
e) Satuan Pembinaan Masyarakat, disingkat Satbinmas. 
f) Satuan Samapta Bhayangkara, disingkat Satsabhara. 
g) Satuan Lalu Lintas, disingkat Satlantas. 
h) Satuan Pengamanan Obyek Vital, disingkat Satpamobvit. 
i) Satuan Polisi Perairan, disingkat Satpolair. 
j) Satuan Tahanan dan Barang Bukti, disingkat Sattahti. 
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4) Unsur Pendukung:  
Seksi Teknologi Informatika Kepolisian, disingkat Sitipol. 
5) Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan, adalah Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Sektor, disingkat Polsek. 
 
BAGAN 3 













Sumber: Data sekunder dari Polres Malang, yang diolah kembali, 2011. 
Keterangan: 
a) Kasat Reskrim adalah kepala satuan reserse kriminal, yang disingkat 
kasat reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres Malang dan 
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b) Kaur Binops adalah kepala urusan pembinaan operasional, yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajiban kepada Kasat 
Reskrim Polres Malang. 
c) Bamin bertugas membantu menyiapkan administrasi dalam pelaksanaan 
kegiatan operasi dan menyiapkan personel dan surat perintah kegiatan 
operasi atau pengamanan dan menerima semua laporan kejadian untuk 
dijadikan data laporan. 
d) Kaur Mintu bertugas mengagendakan surat masuk dan surat keluar dan 
mengarsipkan surat dibagian reserse kriminal. 
e) Banum bertugas untuk membantu kaur mintu mengagendakan, mengirim 
dan mengarsipkan surat-surat dan tugas-tugas lain sesuai perintah 
kasubag bin ops. 
f)   Kaur Ident bertugas sebagai pemimpin untuk memberikan pembinaan 
dan bantuan teknis atas pelaksanaan dan kegiatan identifikasi. 
g) Baur Ident bertugas untuk membantu mengidentifikasi pelaku dan 
korban tindak pidana dan pembuatan sidik jari. 
h) Unit Opsnal bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan 
suatu tindak pidana yang terjadi. 
i)    Kanit bertugas sebagai pemimpin dari salah satu unit idik yang bertugas 
melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang 
terjadi. 
j)    Banit adalah pembantu kanit untuk melakukan penyelidikan dan 
penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. 
Tahapan yang dilakukan polisi untuk mengungkap kasus penadahan yang 
dilakukan oleh pengurus koperasi 
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 Ada berbagai tahapan yang dilakukan oleh kepolisian untuk 
mengungkap suatu tindak pidana yaitu dari tahap penyelidikan hingga 
sampai tahap penyidikan. Tiap tahapan yang dilakukan sesuai dengan fungsi 
kepolisian yang tertera pada Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Fungsi Kepolisian adalah salah 
satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat. 
Tahapan Penyelidikan 
 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang.
23
 Tahapan penyelidikan sesuai dengan 
wewenang penyelidik diatur pada pasal 5 UU No 8 tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana yaitu: 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana. 
Dalam tahap awal ini, polisi menerima laporan dari korban/saksi bahwa 
telah terjadi tindak pidana yang dialami sendiri atau melihat adanya 
tindak pidana. Dari sini polisi akan menulis kesaksian dari pelapor guna 
proses yang lebih lanjut.  
2. Mencari keterangan dan barang bukti 
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 Soenarto Soerodibroto, Op Cit, hal 349. 
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Setelah menerima laporan dari korban/saksi, polisi melakukan peninjaun 
ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk mencari bukti-bukti bahwa 
telah terjadi tindak pidana yaitu berupa: 
 Mendatangkan ahli forensik di TKP. 
Tugasnya ahli forensik:  
a. Mengambil sidik jari dan  
b. Memotret seseorang di TKP. 
Terkadang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang dapat 
dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri sehingga tidak perlu 
memanggil ahli forensik. 
 Mencari barang bukti di TKP. 
 Mencari keterangan dari saksi yang berada di sekitar TKP. 
 Setelah cukup bukti maka penyelidik mengelolah data yang telah 
dikumpulkan di TKP untuk memastikan bahwa peristiwa tersebut 
merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau peristiwa itu bukan merupakan 
tindak pidana maka proses penyelidikan akan diberhentikan dan kalau 
peristiwa itu merupakan tindak pidana maka proses penyelidikan akan 
berkembang menjadi proses penyidikan. Bila penyelidik sudah memastikan 
bahwa laporan yang diberikan pelapor merupakan tindak pidana setelah 
melakukan pemeriksaan di TKP maka  penyelidik diharuskan membuat dan 
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan di TKP berserta tindakan-
tindakan yang telah dilakukan pada saat itu sesuai pada pasal 5 ayat 2 UU 


















Sumber: Data sekunder dari Polres Malang 
Proses Lanjutan Penyelidikan 
 Apabila disaat pemeriksaan di TKP ternyata petugas menemukan pelaku 
kejahatan maka dapat dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 
1. Penangkapan 
Apabila di dalam pemeriksaan di TKP tenyata pelaku tertangkap tangan 
oleh warga atau tertangkap tangan oleh petugas kepolisian maka dapat 
dilakukan penangkapan. 
2. Pemeriksaan 
Setelah dilakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan 
pemeriksaan demi memperoleh informasi tentang tindak pidana yang 
Menerima Laporan 
dari Saksi/Korban 






Mencari Keterangan dari 







dilakukan dan untuk mengetahui letak dimana pelaku menyembunyikan 
barang hasil kejahatan. 
3. Penggeledahan 
Setelah mendengarkan keterangan dari pelaku maka segera dilakukan 
penggeledahan ke tempat dimana pelaku menyembunyikan barang hasil 
kejahatannya. 
4. Penyitaan 
Setelah menemukan barang yang dicari maka petugas kepolisian 
melakukan penyitaan barang hasil kejahatan. 
5. Menghadapkan kepada Penyidik 
Setelah semua tindakan telah dilakukan oleh penyelidik (petugas 
kepolisian) maka penyelidik melaporkan kepada penyidik tentang 
tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan menghadapkan pelaku dan 






















Sumber: Data sekunder dari Polres Malang 
Tahapan Penyidikan 
 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24
 
Tahapan penyidikan sesuai dengan wewenang penyidik diatur pada pasal 5 
UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Penyidikan: 
1. Setelah menerima laporan dari penyelidik, penyidik akan 
mengembangkan kasus tersebut. 
Pada tahapan ini, penyidik melakukan olah data terlebih dahulu untuk 
melakukan berbagai persiapan dalam penanganannya nanti. Persiapan ini 
dilakukan Kanit Reskrim bersama anggotanya untuk melakukan 
pembagian tugas yang terkoordinasi terlebih dahulu. 
2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku. 
Dalam hal ini, apabila korban mengetahui pelaku kejahatan maka 
penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku berdasarkan 
keterangan dari korban. Apabila korban tidak mengetahui pelaku yang 
melakukan tindak pidana maka dilakukan penyelidikan dan bila sudah 
menemukan pelakunya maka dilakukan penangkapan. 
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3. Melakukan Pemeriksaan terhadap pelaku. 
Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dengan meminta 
keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan serta untuk mengetahui 
siapa saja yang terlibat dan mengetahui dimana letak barang hasil 
kejahatan disembunyikan. 
4. Melakukan pemanggilan. 
Penyidik melakukan pemanggilan terhadap orang yang diduga terlibat 
tindak pidana baik ikut serta dalam tindak pidana atau memberikan 
pertolongan jahat tetapi statusnya masih menjadi saksi. 
5. Melakukan pemeriksaan 
Penyidik memeriksa orang yang diduga terlibat dan melakukan tindak 
pidana yaitu memberikan pertolongan jahat dengan pertanyaan-
pertanyaan tentang ketelibatannya dengan pelaku. 
6. Melakukan penangkapan. 
Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang ternyata terbukti 
memberikan pertolongan jahat kepada pelaku yaitu berupa menerima 
gadai barang yang merupakan hasil kejahatan maka akan dilakukan 
penangkapan. 
7. Melakukan penyitaan. 
Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang yang merupakan hasil 
kejahatan pelaku di tempat dimana disembunyikannya barang tersebut. 
8. Melakukan penahanan. 
Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka yang melakukan 
tindak pidana karena telah terbukti melakukan kejahatan dan dijatuhi 
hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. 
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Proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi kepada pengurus Koperasi 
sama dengan proses penyidikan pada umumnya. 






































Di dalam proses pemeriksaan, penyidik akan memberikan pertanyaan yang 





 Tindak pidana apa yang telah dilakukan 
Hal ini dipertanyakan oleh penyidik sesuai dengan pengakuan dari 
pelaku untuk memberikan/menjatuhkan hukuman sesuai dengan 
perbuatan yang dilakukan. 
2. When 
 Kapan tindak pidana dilakukan 
Hal ini dipertanyakan oleh penyidik untuk mengetahui kondisi saat 
tindak pidana dilakukan. 
3. Where 
 Dimana tindak pidana dilakukan 
Hal ini dipertanyakan oleh penyidik untuk merekaulang tindak 
pidana yang dilakukan pelaku dan mencari bukti-bukti di TKP. 
 Dimana tempat menyembunyikan barang hasil kejahatan 
Hal ini dipertanyakan oleh penyidik untuk mengetahui dimana letak 
barang kejahatan disembunyikan dan setelah itu dilakukan penyitaan 
barang tersebut. 
4. By What 
 Dengan apa tindak pidana dilakukan 
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Hal ini dipertanyakan oleh penyidik untuk mengetahui benda apa 
saja yang digunakan oleh pelaku guna memperlancar perbuatannya. 
5. Why 
 Mengapa melakukan tindak pidana 
Hal ini dipertanyakan oleh penyidik untuk mengetahui motif 
dilakukannya tindak pidana oleh pelaku. 
6. Who 
 Siapa pelaku tindak pidana 
Hal ini dipertanyakan oleh penyidik untuk mengetahui pelaku tindak 
pidana dari keterangan saksi maupun korban. 
 Siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana  
Hal ini ditanyakan oleh penyidik guna mengetahui tentang: 
a.   orang yang melakukan bersama-sama tindak pidana. 
b. orang yang menyuruh. 
c. orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu (orang yang 
mendanai). 
d. orang yang menganjurkan. 
e. orang yang memberikan bantuan. 
f. orang yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan. 
7. How 
 Bagaimana tindak pidana dilakukan 
Hal ini dipertanyakan oleh penyidik untuk mengetahui cara-cara 












Sumber: Data primer dari Polres Malang, yang diolah kembali, 2011 
Keterangan: 
Tahun 2008 terdapat 1 kasus tindak pidana penadahan yang melibatkan Koperasi 
yang ditangani oleh Polsek Sumber Pucung. 
Tahun 2009 dan 2010 tidak terdapat kasus tindak pidana penadahan yang 
melibatkan Koperasi. 
Tahun 2008 dan 2010 terdapat jumlah laporan yang lebih banyak daripada jumlah 
yang selesai karena kasus yang ditangani masih dalam proses penyelidikan dan 
penyidikan yang lebih lanjut dari kepolisian. 
Tahun 2009 terdapat jumlah laporan yang lebih sedikit daripada jumlah yang 
selesai karena kasus yang belum selesai di tahun sebelumnya, telah selesai 
dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi sehingga ada penambahan 
jumlah pada tahun 2009. 
 
 
                 2008                                    2009                                   2010 
  Laporan           Selesai           Laporan         Selesai         Laporan          Selesai 

















Sumber: Data primer dari Polres Malang, yang diolah kembali, 2011 
Keterangan: 
Tahun 2011 dari bulan Januari-bulan Juli tidak terdapat kasus tindak pidana 
penadahan yang melibatkan Koperasi. 
Bulan Juli terdapat jumlah laporan yang lebih sedikit daripada jumlah yang selesai 
karena kasus yang belum selesai di tahun sebelumnya, telah selesai dilakukan 
penyelidikan dan penyidikan oleh polisi sehingga terdapat penambahan dijumlah 
yang selesai. 
Bulan Januari, Februari dan Mei tidak ada laporan tentang kasus penadahan tetapi 
ada penambahan jumlah yang selesai karena kasus yang belum selesai di tahun 
sebelumnya, telah selesai dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi. 
 
       Bulan                    Laporan                  Selesai 
      Januari                        -                              1 
     Februari                       -                              1 
       Maret                         1                             1 
       April                           -                             - 
        Mei                            -                             1 
        Juni                            -                             - 
        Juli                             1  2 




Tahun 2008 muncul kasus Tindak Pidana Penadahan yang melibatkan pengurus 
koperasi aneka usaha Wreta Karya Kromengan karena kesengajaan Sri Wahyunik 
(pengurus Koperasi) yang menerima barang jaminan (hasil tindak pidana 
penggelapan) dari Yulistianto (pelaku) berupa sepeda motor Supra Fit. Sri 
Wahyunik sudah terbiasa menerima barang yang dijaminkan oleh Yulistianto 
tanpa meminta bukti kepemilikan sepeda motor sehingga Sri Wahyunik dijerat 
pasal 480 jo pasal 481 KUHP 
Tahun 2009-2011, tidak kasus Tindak Pidana Penadahan yang melibatkan 
pengurus koperasi. 
Tahun 2008-2011, kasus Tindak Pidana Penadahan yang sangat berkembang 
adalah Penadahan yang melibatkan masyarakat umum karena ketidaktahuan akan 
asal dari barang yang diterimanya. 
Dilihat dari hasil tabel di atas, Tindak Pidana Penadahan yang melibatkan 
pengurus Koperasi di wilayah Kabupaten Malang sangat jarang terjadi 
dikarenakan pengetahuan/kehati-hatian pihak Koperasi dalam menerima barang 
jaminan. 
 
B.  Pengurus Koperasi dapat dijadikan tersangka dalam tindak pidana 
penadahan barang jaminan 
Pengurus Koperasi merupakan perangkat organisasi koperasi sehingga 
terikat dengan AD ART Koperasi. Dalam perkembangannya koperasi 
merupakan badan hukum sehingga dianggap tunduk dengan UU 25 tahun 
1992 tentang Perkoperasian. Jadi apabila terjadi permasalahan di dalam 
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tubuh koperasi maka UU  25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang 
menjadi pedoman dalam menyelesaikannya. 
Kalau dicermati dari UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 34 
ayat 1 yang menyatakan bahwa: 
“Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung 
kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan 
kesengajaan atau kelalaiannya.” 
Dilihat dari pasal ini, pengurus harus bertanggung jawab atas tiap tindakan 
yang  baik sengaja maupun lalai dihadapan RAT (rapat anggota tahunan) 
Koperasi. Jadi dianggap masalah intern diselesaikan oleh pihak koperasi. 
Tetapi pada pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa: 
“Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila itu dilakukan dengan 
kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk 
melakukan penuntutan.” 
Dilihat dari pasal ini maka pihak kepolisian juga mempunyai wewenang 
untuk memeriksa pengurus koperasi apabila melakukan perbuatan dengan 
sengaja yang berkaitan dengan tindak pidana. Di pasal ini, pihak Koperasi 
memberikan hak kepada penegak hukum baik polisi maupun penuntut umum 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya yang berbuat melawan 
hukum. 
 Dilihat dari sudut pandang kepolisian, perbuatan apapun yang melanggar 
hukum dapat ditindak lanjuti dengan proses hukum yang ada.
26
 Seperti yang 
dikemukakan oleh Bripka Wawan selaku penyidik, mengatakan bahwa:
27
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 Wawancara dengan Bripka Wawan. Pada tanggal 9 Agustus 2011. 
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 Wawancara dengan Bripka Wawan. Pada tanggal 9 Agustus 2011. 
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“dalam kasus penadahan, orang yang menerima barang hasil kejahatan 
dalam hal ini adalah pengurus koperasi dapat dijadikan pelaku penyerta 
sesuai dengan pasal 55 jo 56 KUHP jo 480 KUHP dikarenakan pengurus 
koperasi memberikan pertolongan jahat kepada pelaku berupa menerima 
barang hasil kejahatan untuk dijadikan jaminan.” 
 
 Berdasarkan hasil dari wawancara, prosedur yang tidak sesuai dengan 
aturan koperasi maka dapat membuat kesalahan yang fatal seperti halnya:
28
 
1. Menerima gadai atau menerima jaminan  barang yang dilakukan atas 
nama pribadi dan bukan atas nama koperasi sehingga penerimaan barang 
jaminan tidak dilakukan secara tertib administrasi atau tidak sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 
Dengan melakukan tindakan tersebut maka membuat setiap orang dapat 
dengan mudah menggadaikan barang serta membuat peluang bagi pelaku 
kejahatan untuk menggadaikan barang hasil kejahatannya kepada pihak 
koperasi. Hal ini merupakan salah satu penyalahgunaan jabatan demi 
keuntungan pribadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak 
koperasi. 
2. Pengurus koperasi tidak melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti 
surat yang harus dimiliki oleh barang tersebut, seperti: 
 Meminta foto copy KTP maupun Kartu Keluarga si penggadai. 
 Meminta bukti kepemilikan yang akan digadaikan oleh penggadai, 
seperti: 
- Kuitansi pembelian barang. 
- BPKP dan STNK bagi sepeda motor dan mobil. 
- Sertifikat tanah. 
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 Memeriksa bukti surat tersebut kepada pihak yang berwenang untuk 
memperkuat bahwa barang tersebut miliknya bukan barang hasil 
kejahatan, seperti: 
- Memeriksa sertifikat tanah kepada pihak BPN dan melakukan 
tinjauan lokasi tempat agar mengetahui letak dari tanah maupun 
bangunan yang ada di dalam sertifikat. 
- Memeriksa Kendaraan bermotor berserta BPKP dan STNK kepada 
pihak Samsat guna mengetahui barang milik pribadi bukan barang 
curian, mengetahui nomor rangka mesin untuk mengetahui apakah 
mesin masih original atau sudah diganti. 
3. Menyimpang dari kaidah koperasi yang sesungguhnya. 
Dilihat dari tinjauan simpan pinjam yang diatur UU No 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian, dimana Koperasi adalah badan usaha yang 
beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus 
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.
29
 Koperasi juga dapat menjalankan kegiatan simpan 
pinjam sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 44 UU No. 25 tahun 
1992 tentang Perkoperasian dimana koperasi dapat menghimpun dana 
dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk 
anggota koperasi. Hal ini menjelaskan simpan pinjam dapat dilakukan 
oleh koperasi tersebut hanya kepada anggota koperasi. Jadi pengurus 
Koperasi tidak boleh memberikan pinjam diluar anggota serta pengurus 
koperasi tidak boleh melakukan kegiatan seperti yang dimiliki oleh 
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 Wahyu Adji Ep, Suwerli dan Suratno, Op Cit, hal 99. 
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pegadaian yaitu menerima gadai karena sudah pertentangan dengan 
kaidah koperasi. Apabila koperasi beralih fungsi menjadi pegadaian 
maka koperasi bukan lagi untuk kesejahteraan anggotanya maka hal ini 
yang disebut menyimpang dari kaidah koperasi. 
 Apabila pengurus koperasi melakukan prosedur yang tidak sesuai aturan 
koperasi diatas maka pengurus dapat dijerat dengan pasal 480 yaitu tindak 
pidana penadahan. 
 Lain halnya dengan tindak pidana membuat kebiasaan menerima gadai, 
membawa, menyembunyikan barang hasil tindak kejahatan merupakan 
tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana dimaksud pada pasal 481 yang 
ada unsur kesengajaan di dalamnya tanpa ada unsur kelalaian. 
 Didalam pasal 480, perbuatan yang lalai masih melekat pada si pelaku 
apabila dalam menerima gadai, si pelaku tidak mengetahui asal barang 
jaminan tetapi lupa memeriksa maupun meminta bukti kepemilikan. 
Sedangkan pasal 481, pengurus menerima barang jaminan walaupun sudah 
mengetahui asal dari barang jaminan tersebut tetapi tetap menerimanya. Niat 
dari pengurus itu sudah jelas merupakan perbuatan yang sengaja membantu 
pelaku kejahatan untuk menyembunyikan barang hasil kejahatannya atau 
karena terbuai dari keuntungan yang akan didapat dari barang hasil 







C. Faktor-faktor yang menyebabkan pengurus koperasi simpan pinjam 
dijadikan tersangka dalam tindak pidana penadahan barang jaminan. 




“untuk menjadikan pengurus koperasi menjadi tersangka merupakan hal 
yang sangat sulit karena koperasi merupakan badan hukum sehingga UU 
25 tahun 1992 tentang Perkoperasian melekat padanya.” 
 
 Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hal yang dapat menjadikan 
pengurus koperasi menjadi tersangka yaitu:
31
 
Dilihat dari pasal 480 KUHP yang menyebutkan bahwa: 
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling 
banyak enam puluh rupiah karena penadahan: 
Ke-1. Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, 
menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, 
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan 
atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya 
harus diduga, bawa diperoleh dari kejahatan. 
Ke-2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang 
diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari 
kejahatan. 
Dan dari pasal 481 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa: 
(1) Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, 
menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan 
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barang, yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun. 






Kesengajaan adalah sikap batin orang yang menghendaki dan sikap 
orang yang mengetahui.
33
Menurut Prof. Sudarto yang menyatakan 
bahwa: 
“orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja adalah orang yang 
menghendaki perbuatan itu dan disamping ia juga mengetahui dan 
menyadari apa yang dilakukan itu.” 
 
Kesengajaan itu ada 2 yaitu:
34
 
1. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau sesuatu 
yang diinginkan oleh si pembuat baik untuk mewujudkan 
perbuatannya maupun untuk menimbulkan akibat dari perbuatan. 
2. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa 
yang diketahui atau yang dapat dibayangkan oleh pembuat baik 
mengenai perbuatannya maupun keadaan-keadaan lain sekitar 
perbuatan maupun akibat perbuatan sebelum mewujudkan perbuatan. 




                                                          
          
32
 Wawancara dengan Ipda Haryanto, di KANIT II RESKRIM Polres Malang tanggal 11 
Agustus 2011. 
          
33
 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, CV Putra Media Nusantara, 2009,  
hal 46 
          
34
 Ibid. 
          
35
 Ibid, hal 51. 
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1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan mempunyai arti yang sama 
dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan dan 
termasuk akibat perbuatan, atau menghendaki untuk melalaikan atau 
tidak berbuat sesuatu yang melanggar suatu kewajiban hukum untuk 
berbuat sesuatu. 
2. Kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai 
kemungkinan, adalah kesengajaan yang keberadaannya dalam 
hubungan dengan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu 
yang ada sekitar perbuatan yang akan dilakukan berserta akibatnya. 
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan terdapat dalam hal apabila 
seseorang menghendaki berbuat untuk mencapai suatu tujuan yang 
dikehendaki. Pada diri orang itu terdapat suatu kesadaran bahwa 
perbuatan yang hendak dilakukannya dapat (mungkin) menimbulkan 
akibat lain yang tidak dikehendaki. Namun begitu besarnya 
kehendak untuk melakukan perbuatan beserta akibat yang dituju, 
maka dia tetap akan mewujudkan perbuatan itu tanpa memperdulikan 
dan menghindari dari akibat yang mungkin terjadi yang tidak 
dikehendaki itu. 
Berdasarkan hasil dari wawancara, perbuatan yang disengaja dapat 




- Pengurus Koperasi mengetahui bahwa barang jaminan yang 
diterimanya merupakan barang hasil kejahatan. 
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 Wawancara dengan Bripka Wawan. Pada tanggal 9 Agustus 2011. 
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- Pengurus Koperasi tahu/kenal bahwa nasabah/penggadai merupakan 
pelaku kejahatan sehingga menerima barang jaminan itu. 
- Pengurus Koperasi menerima barang tersebut karena mendapat uang 
dari pelaku agar menerima gadai barang yang akan digadaikan. 
- Pengurus Koperasi sengaja menerima barang jaminan tersebut 
karena bila barang tersebut dilelang akan menghasilkan uang lebih 
besar dari nominal uang yang dipinjamkan. 
- Pengurus Koperasi menerima barang jaminan atas nama pribadi 
bukan atas nama Koperasi demi mencari keuntungan. 
 Kelalaian 
Kelalaian adalah kemampuan berpikir, kemampuan berperasaan dan 
berkehendak tidak dia gunakan sebagaimana mestinya dalam hal 
seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya 
dilarang.
37
 Dalam kelalaian (culpa), sikap batin si petindak menghendaki 
suatu perbuatan tapi tidak menghendaki akibat perbuatannya dan tidak 
ada niat jahat pada diri si petindak. Pada tindak pidana penadahan, si 
petindak menerima barang yang patut diduga sebagai hasil suatu 
kejahatan karena kelalaiannya. 
Dalam kealpaan tetap ada pemidanaan:
38
 
- Karena adanya keadaan sedemikian yang membahayakan keamanan 
orang atau barang. 
- Karena mendatangkan kerugian yang besar bagi seseorang sehingga 
tidak dapat diperbaiki lagi. 
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Kealpaan/kelalaian dibagi menjadi 2 yaitu:
39
 
1. Culpa Lata 
Culpa Lata adalah kekuranghatian yang cukup besar yang 
membentuk pertanggungjawaban pidana pada si pembuatnya. 
2. Culpa Levis 
Culpa Levis adalah kealpaan yang sangat ringan yang tidak 
membentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi membentuk 
pertanggungjawaban perdata melalui pasal 1365 KUHPerdata. 
Pengurus Koperasi dapat dianggap lalai apabila:
40
 
Pengurus menerima barang jaminan tanpa meminta bukti-bukti yaitu 
seperti: KTP, bukti kepemilikan: kuitansi pembelian, sertifikat (tanah), 
BPKB (sepeda motor dan mobil), bukti lainnya: IMB dan PBB 
(bangunan), surat dari SAMSAT (sepeda motor dan mobil). 
 Pengurus Koperasi bisa juga tidak dijadikan tersangka tindak pidana 




 Apabila pengurus koperasi telah menjalankan prosedur penerimaan 
barang yang sesuai dengan aturan tetapi bukti-bukti yang diberikan 
oleh penggadai ternyata palsu. Hal tersebut di luar pengetahuan si 
pengurus koperasi maka si pengurus dibebaskan dari tuduhan 
menerima barang kejahatan (menadah) tetapi si pengurus dijadikan 
saksi di persidangan untuk mengungkap kejahatan si pelaku. 
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 Apabila barang yang dijaminkan belum menimbulkan keuntungan 
bagi pihak koperasi seperti barang belum jatuh tempo dan barang 
sudah jatuh tempo tetapi belum di lelang. Jadi koperasi belum 
mendapatkan keuntungan karena barang masih ada di koperasi. 
Unsur Obyektif: 
 Menarik keuntungan. 
Perbuatan menarik keuntungan di sini bukan terhadap benda yang 
diperoleh dari kejahatan, akan tetapi terhadap benda hasil dari benda 
yang diperoleh dari kejahatan.
42
 
Menurut Bripka wawan selaku penyidik, menyatakan bahwa:
43
 
“unsur inilah yang menjadikan pedoman bagi pihak kepolisian untuk 
menjadikan pengurus Koperasi sebagai tersangka tindak pidana 
penadahan karena pelaku mencari untung dari barang hasil kejahatan 
demi kepentingan pribadi semata, sehingga melakukan perbuatan 
yang melawan hukum dan pelaku mengetahui bahwa barang itu 
merupakan hasil kejahatan tetapi tetap mengabaikannya.” 
 
Keuntungan diperoleh dari: 
1. Bunga yang diperoleh tiap bulannya dari barang yang dijaminkan. 
2. Penambahan modal dari hasil lelang barang yang dijaminkan. 
 Barang jaminan merupakan barang hasil kejahatan. 
Barang hasil kejahatan merupakan barang yang berasal dari pencurian, 
penggelapan, penipuan, pemalsuaan uang, perampokan dan lain 
sebagainya.
44
 Jadi barang yang berasal dari pelanggaran tidak termasuk 
barang hasil kejahatan. 
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 R.Sugandhi, Op Cit, hal 493. 
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Barang yang berasal dari kejahatan dibagi pula menjadi 2 bagian yakni:
45
 
1. Barang yang diperoleh dari kejahatan seperti barang hasil pencurian, 
penggelapan, penipuan atau pemerasan. 
Dapat diketahui bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dilihat dari 
hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya barang itu 
berpindah tangan. 
2. Barang yang terjadi karena sesuatu kejahatan, misalnya mata uang 
palsu, uang kertas palsu, ijazah palsu dan lain sebagainya. Apabila 
barang-barang ini dilihat dari segi rupa dan keadaannya, memang 
agak berbeda dengan barang yang tidak palsu. 
 Untuk menilai barang itu hasil kejahatan yaitu dengan cara menilai 
dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan 
berasal dari kejahatan dan cara penjualan yang dilakukan secara 




 Melihat dari penjelasan diatas, apabila pengurus koperasi menerima 
barang tersebut sebagai barang jaminan maka pengurus koperasi dapat 
dijerat sebagai penadah. 
 Menjadikan kebiasaan untuk menerima barang jaminan yang merupakan 
hasil kejahatan. 
Perbuatan dengan menjadikan kebiasaan untuk menerima barang 
jaminan yang merupakan hasil kejahatan merupakan perbuatan yang 
dilakukan dengan sengaja. Membuat/menjadikan kebiasaan sama saja 
                                                          
            
45
 Ibid. 





dengan melakukan perbuatan lebih dari sekali,
47
 artinya pengurus 
koperasi telah melakukan perbuatan menerima gadai/jaminan yang 
merupakan barang hasil kejahatan lebih dari sekali. Perbuatan ini yang 
menjadikan pengurus Koperasi dijatuhi hukuman berat karena niatnya 
sudah jahat untuk memberikan pertolongan pelaku kejahatan guna 
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 Berdasarkan uraian di setiap bab, maka dapat disimpulkan terkait dengan 
kedudukan hukum pengurus koperasi simpan pinjam yang dijadikan 
tersangka dalam kasus penadahan barang jaminan. Kesimpulan yang 
menjawab permasalahan yang ada diatas adalah sebagai berikut: 
1. Pengurus Koperasi dapat dijadikan tersangka dalam tindak pidana 
penadahan barang jaminan karena setiap perbuatan yang melanggar 
hukum harus dipertanggungjawabkan secara hukum pula tanpa melihat 
status maupun jabatan pelakunya. Adapun unsur-unsur yang dapat 
menjerat pengurus koperasi yang melakukan tindak pidana penadahan 
yaitu: 
a) Menerima gadai atau menerima jaminan  barang yang dilakukan atas 
nama pribadi dan bukan atas nama koperasi sehingga penerimaan 
barang jaminan tidak dilakukan secara tertib administrasi atau tidak 
sesuai dengan aturan yang berlaku. 
b) Pengurus koperasi tidak melakukan pemeriksaan terhadap bukti-
bukti surat yang harus dimiliki oleh barang tersebut. 
c) Menyimpang dari kaidah koperasi yang sesungguhnya. 
2. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan pengurus koperasi simpan 
pinjam dijadikan tersangka yaitu: 
Kesengajaan 





a) Pengurus Koperasi mengetahui bahwa barang jaminan yang 
diterimanya merupakan barang hasil kejahatan. 
b) Pengurus Koperasi tahu/kenal bahwa nasabah/penggadai merupakan 
pelaku kejahatan sehingga menerima barang jaminan itu. 
c) Pengurus Koperasi menerima barang tersebut karena mendapat uang 
dari pelaku agar menerima gadai barang yang akan digadaikan. 
d) Pengurus Koperasi sengaja menerima barang jaminan tersebut 
karena bila barang tersebut dilelang akan menghasilkan uang lebih 
besar dari nominal uang yang dipinjamkan. 
e) Pengurus Koperasi menerima barang jaminan atas nama pribadi 
bukan atas nama Koperasi 
Kelalaian 
Pengurus Koperasi dapat dianggap lalai apabila: 
Pengurus menerima barang jaminan tanpa meminta bukti-bukti yaitu 
seperti: KTP, bukti kepemilikan: kuitansi pembelian, sertifikat (tanah), 
BPKB (sepeda motor dan mobil), bukti lainnya: IMB dan PBB 
(bangunan), surat dari SAMSAT (sepeda motor dan mobil). 
 Pengurus Koperasi bisa juga tidak dijadikan tersangka tindak pidana 
penadahan apabila perbuatan lalai itu memenuhi syarat pertimbangan polisi 
yaitu: 
Apabila pengurus koperasi telah menjalankan prosedur penerimaan barang 
yang sesuai dengan aturan tetapi bukti-bukti yang diberikan oleh penggadai 
ternyata palsu. Hal tersebut di luar pengetahuan si pengurus koperasi maka 
si pengurus dibebaskan dari tuduhan menerima barang kejahatan (menadah) 
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tetapi si pengurus dijadikan saksi di persidangan untuk mengungkap 
kejahatan si pelaku. 
Apabila barang yang dijaminkan belum menimbulkan keuntungan bagi 
pihak koperasi seperti barang belum jatuh tempo dan barang sudah jatuh 
tempo tetapi belum di lelang. Jadi koperasi belum mendapatkan keuntungan 
karena barang masih ada di koperasi. 
B. SARAN 
 Adapun saran yang dapat diberikan  berkaitan dengan cara mengatasi 
tindak pidana di kalangan pengurus koperasi adalah: 
1. Para penegak hukum khususnya kepolisian yang perlu meningkatkan 
jaringan komunikasi dengan masyarakat agar dapat memberantas 
koperasi-koperasi yang “nakal” sehingga pelaku-pelaku kejahatan tidak 
dapat menyalahgunakan koperasi sebagai tempat untuk 
menyimpan/melarikan barang hasil kejahatan agar tidak diketahui oleh 
pihak kepolisian. 
2. Pengurus koperasi diharapkan dapat berkerja secara professional agar 
tidak sembarang menerima barang jaminan tanpa meminta bukti-bukti 
terlebih dahulu. 
Pengurus koperasi jangan tergiur dengan keuntungan semata sehingga 
tidak mengindahkan prosedur-prosedur dalam menerima barang 
jaminan. 
3. Pemerintah perlu menggerakan departemen koperasi guna melakukan 
pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang “nakal” maupun yang tidak 
memenuhi syarat pendirian sehingga dapat dilakukan pencabutan izin. 
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4. Masyarakat senatiasa membantu pihak kepolisian dalam memberikan 
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